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ABSTRACT

The improvement of government opporotus performonce is o non-negotioble
compulsory. The urgency of this performance improvement con be understood in
line with the increasing demands t'or o service of government olliciols thot has
been assessed bV mony experts and the result is still disappointing. One of the
strategic efforts that can be done is through improving the quality of personnel
resources. Therefore, the extent to which the strengthening of the policy of
increosing the quality of personnel resources con moke a significant contribution
towards the improvement of the performonce of regionolunit organizotion.

,I. PENDAHULUAN

Kinerja aparatur saat ini diakui ataupun
tidak masjh menjadi probtem umum yang
dihadapi oLeh pemerintah, baik di t ingkat
pusat maupun daerah. Kondisi tersebut
mencerminkan betapa tidak ringannya
tantangan dan kendaLa yang dihadapi oteh
ke tembagaan pemer in tah  da lam
mewujudkan pemerintahan adapatabeI dan
mampu menjawab tuntutan masyarakal.
ApaLagi t ingkat pengetahuan dan daya
krit isme masyarakat saat ini sudah semakin
tinggi seiring dengan percepatan i lmu
pengetahuan dan teknotogi. Pada posjsi
seperti ini. pemp||ntah jetas pertu bel,erJa
keras dan serius mengapresiasasi setiap
tuntutan dan harapan masyarakat.

Sebagar salah saru .teadrng sector.
da lam pember ian  pe tayanan pada

masyarakat, pemerintah daerah khususnya
satuan organisasi perangkat daerah (SOPD)
memitiki posisiyang sangat strategis datam
menopang setjap visi, misi dan program
pemerintah daerah datam mewujudkan
petayanan yang berkuahtas. Strategisnya
posjsi satuan organisasj perangkat daerah
(SOPD)  dapa t  d ipahamj  meng j  nga t
ke tembagaan te rsebut  secara  hak ik i
memi l ih i  tugas  dan  iungs i  sebaga i
perangkat daerah yang menangani masatah-
masalah petayanan terhadap masyarakat.
Namun demikian, besarnya tantangan,
kendata dan tanggung jawab yang harus
d jp iku l  o teh  mas ing-mas jng  sa tuan
organisasi perangkat daerah (SOPD) pada
umumnya tjdak selatu berbanding turus
dengan potensi dan kemampuan sumber
daya aparatur yang dimjliki. Kondjsj
tersebut, kemudian tjdak saja menjadi
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beban bagi pemerintah daerah tetapi juga

menjad i  kendata  ma n  aka  ta  t idak
diantisipasi sedini mungkin. Lantas, apa
sebenarnya yang menjadi p.oblem bagi
pemerintah daerah dan strategi apa yang

dapat ditakukan untuk mengatasi berbagai
permasatahan tersebut? Tutisan ini, akan
mencoba memberikan jawaban terhadap
pertanyaan te15ebut.

2. PROBLEM Ul,tU/\ YANG DIHADAPI
PEiTERINTAH DAERAH

Harus disadari bahwa melimpahnya
sumber daya atam dan sumber daya manusia
yang dimitiki pemerintah daerah saat ini,
sesungguhnya sudah tidak akan menjamin
keberhasilan datam mengusung visi dan misi
mas ing-mas ing  pemer in tah  daerah,
manaka ta  t i dak  d ibareng i  dengan
peningkatan kemampuan sumber daya
aparatur yang kompeten dan profesionat.
Dalam perspektif ini, penguatan kebijakan
yang mendukung terhadap peningkatan
kemampuan sumber daya aparatu[ tentu
saja menjadi semakin penting untuk
dilakukan. Hat ini didasarkan pada asumsi
bahwa melalui peningkatan kemampuan
sumber daya aparatur, pemerintah daerah
diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya
sebagai lembaga yang berperan datam
mewujudkan petayanan pada masyarakat.

urgensi peningkatan kuatitas sumber
daya aparatur ini juga diithami oleh
tantangan dan kendata yang umumnya
dihadapi oteh pemerintah daerah saat jni,

baik menyangkut masalah sosiat, ekonomi,
po t i t i k ,  budaya,  t ingkungan h idup,
pendidikan dan sebagainya. Jika ditetusuri
secara komperehensif, maka probLem
umum yang dihadapi oteh masing-masing
pemerintah daerah antara tain dapat
dijetaskan sebagaj berikut:

1) Masalah Sosiat
(a) Meningkatnya jumlah pengemis

dan pengamen jalanan,
(b )Men ingka tnya  jumlah

pengangguran,
(c) Masih menguatnya fenomena

pelacuran (baik yang terbuka
maupun yang tersetubung),

(d )  Feno  me n  a  pem bu  n  u  h  a  n ,
pemerkosaan dan pencurian,

(e )  Ke t i  mpangan sos ia I  yang
ber impt ikas i  pada masa lah
kecemburuan sosiat

2) Masatah Ekonomi
(a) Tingginya kesenjangan ekonomi,
(b) Rendahnya daya beli masyarakat,
(c) Rendahnya investasi,
(d )  Muncutnya persa ingan an tar

pelaku ekonomi yang kurang
sehat,

(e) PKL (pedagang kati tima) yang
be lum sepenuhnya  dapa t
ditertibkan,

3) Masalah Potitik
(a)Maraknya aksi atau penolakan

komponen masyarakat terhadap
berbagai kebijakan pemerintah,

" baik pemerintah pusat yang
mengak iba tkan men ingkatnya
'suhu polit ik',

(b) Adanya persaingan antar elit
potitik di tingkungan pemerintah
daerah, diakui maupun tidak akan
berimptikasi pada kondisi polit ik di
daerah,

(c) Dan sebagainya,
4) Masal.ah Budaya

{a) Terpinggirkannya budaya tokar
(sunda)  sebaga i  ak iba t
menguatnya budaya gtobat,

(b )  Eetum te rsed ianya fas i t i tas
pengembangan budaya yang
representatif,
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(c) Rendahnya kesadaran ma5yarakat
terhadap pembangunan budaya

(d)Terbatasnya anggaran un tuk
penggatian dan pengembangan
DUOaya,

5) Lingkungan Hidup
(a) Semakin tingginya tingkat potusi,

baik potusi udara, air maupun
potusitanah,

(b) Masalah sampah yang betum dapat
diseLesaikan secara komprehen"
sip,

(c) Rusaknya berbagai lahan resapan
a i  r ,  yang  pada  akh i rnya
menyebabkan tertadinya ben.
cana, baik (ongsor maupun banjir,

(d) Semakin menipisnya sumber daya
a i r  bers ih  yang d ibu tuhkan
masyarakat,

6) Masatah Pendidikan
(a) Masih reLative rendahnya kuatitas

pendidikan baik pada tingkat
SD,SMB SMU, maupun pendidikan
tinggi,

(b ,  Be tum mera tanya  kua t i tas
pendidikan, baik pada tingkat
SD,SMP, SMU, maupun pendidikan
ttnggi,

( c )  Be tum tengkapnya  fas i  L i tas
pendidikan yang memadai,

(d) Masih rendahnya kualitas sebagian
guru, baik di tingkat SD, SMP
maupun sM[J,

7) Lain-tain
(a) Masih menguatnya fenomena KKN

(Korupsi, XoLusi dan Nepotisme)
diberbagaj sektor di tjngkungan
apara tu r  Pemer i  n tah  Ko ta
Bandung,

(b) Masrh rendahnya kuaLitas sumber
daya  apara tu r  pemer in tah

khususnya didaerah,
(c) Betum terbangunnya tertib hukum

aecara massif, baik di tingkungan
pemerintah maupun masyarakat
Secara umum,

(d )  Semak in  t i  n  gg inya  t ingka t
kemacetan [atu Lintas,

Berbagai persoalan krusiat di atas
tentunya membutuhkan penanganan yang
serius dari berbagai pihak terutama dari
pemerintah daerah. Karena jika hat
tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan
menjadi "bom waktu" yang pada suatu
saat bjsa meledak dan menghancurkan
berbagai pranata sosial. Oteh karena itu,
pemerintah daerah seyogyanya mampu
member ikan merespon yang pos i  t i  f
terhadap berbagai kecenderungan tersebut
agar "matapetaka" yang tidak diharapkan
dapat diantisipasi sedini mungkin. DaLam
konte  ks  in i l ah  kes iapan  apara tu r
pemerintah datam menghadapi berbagai
tantangan dan masalah yang muncul
tersebut menjadi iemakin penting. Kondisi
ter5ebut, sesungguhnya akan terkait
dengan kinerja aparatur pemerintah datam
menjalankan tugasnya. Dengan perkataan
tain, sejauhmana kemampuan sumber daya
aparatur di tingkungan pemerintah daerah
mampu mengar t i kuLas ikan berbaga i
tuntutan yang berkembang di masyarakat.

3. KONSEPSI DAN ASPEK PENGUKURAN
KINERJA PEMERINTAH (DAERAH)

Secara konseptual makna pengukuran
kinerja pemerintah daerah diakuj sangat
beragam, namun demikian pada akhirnya
makna tersebut dapat bermuara kepada
satu  "kesepakatan"  bahwa dengan
mengukur  k ine r ja ,  maka  p roses
pertanggJng jawaban pengetota atas segata
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kegiatannya kepada stakeholders dapat
menjadi tebih transparan dan obyektif.
Sehubungan dengan hat tersebut, Hatry
(1999) mendefinisikan pengukuran kinerja
sebagai pengukuran hasit (out come) dan
efisiensi jasa atau program berdasarkan
basis regutar (tetap, teratur) '. Hal ini
mengandung makna bahwa pengukuran
kemajuan secara teratur menuju out comes
tertentu merupakan komponen vitat dalam
setiap usaha pengelolaan yang berorientasi
pada konsumen (masyarakat )  yang
memfokuskan pada maksimatisasi manfaat
dan minimatisasi konsekuensi negative bagi
konsumen (masyarakat). Konsumen yang
d imaksud  mungk in  be  rupa  warga
masyarakat yang menerima jasa secara
tangsung, bisa juga warga masyarakat atau
perusahaan yang terkena dampak secara
tidak [angsung.

Definisi yang lebih komprehensip
dikemukakan oteh Whittaker (1995) yang
mengemukakan bahwa pengukuran kinerja
instansi pemerintah sebagai suatu atat
manajemen yang digunakan untuk
meningkatkan kuat i tas  pengambi tan
keputusan dan akuntabilitas datam rangka
menitai keberhasilan atau kegagalan
petaksanaan kegiatan program sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang tetah
ditetapkan sebelumnya dalam rangka
mewujudkan misi dan visi instansr
pemerintah'.

Lantas ,  aspek-aspek  apakah yang
menjadi parameter untuk metihat kinerja
Satuan Organisasi Pemerintah Daerah
(sOPD) ?Menurut Suharyani dkk (2003
; l8) aspek pengukuran kinerja pemerintah
daerah, tertepas dari ukuran, jenis, sektor
atau bidang garapan setiap organisasi,
cenderung tertarik pada pengukuran
kinerja sebagai berikut:

'| 
) Alpek keuangan. Secara substansia

aspek ini merupakan perbandingal
antara anggaran dengan rea{isasinyi
selama periode tertentu,

2) Kepuasan pengguna. Aspek kedua in
berkaitan dengan p€layanan dar
instansi pemerintah yang dituntu
untuk memberikan petayanan yan!
prima dan berkuatitas,

3) Operasi bisnis internal. Aspek yanl
ketiga ini dipertukan untuk metakukal
Derbaikan efisiensi dan efektivita
secara berkesinambungan serti
prosedur pelayanan pada instans
Demerintah

4) Kepuasan pegawai. Sumber dayi
manusia yang berkualitas sanga
menentukan keberhasitan progran
kinerja pemerintah.

5 )  Kepuasan  kom u  n i  tas  da l
shoreho lders l  s tokeho lders
Informasi dari pengukuran kinerji
instansi pemerintah juga harul
didesain untuk mencapai kepuasal
stakeholders yang secara tangsunl
maupun tidak langsung berhubungal
dengan instansi pemerintah.

6) Waktu. Untuk mengukur kinerji
instansi pemerintah, waktu menjad
satah  sa tu  aspek  yang per l l
diperhatikan karean seringkal
informasi yang penting [amba
d i te r ima seh ingga pengambi ta
keputusan pun kadang-kadang tida
relevan dan kadaluarsa. Hat ini aka
ber impt i kas i  pada  k iner j
Demerintah.

Ada pun Indikator kinerja aparatt
pemerintah sebagaimana dituhskan ote
Hatry datam Suharyani dkk (2003 : 44.4(
mengemukakan sebagai berikut:
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' l )  /nput, adalah jumtah sumber daya
yang digunakan, baik sirmber daya

ifa, ui ja, dana maupun waktu

2 )  Ad  pL , t ,  ddd lah  JUmtah  ba rdng  a ta -

l aSa  yanq  oe rnaSr i  o rSe ranxan
(d j se tesa i kan )  pada  kons  um e  n
(masya raka t )  se tama  pe r j ode

teftentu.

3 tOu t  r cme .  ada lah  l e jada  r  d ra , r
perubahan kondjsj, peritaku, sjkap
ya  ng  meng ind i  kas rk  an  l . emaJUan
kearah pencapaian misi dan tuluan

Program. Out come yang djmaksud
bukan lah  a l t r v r l a \  aLau  p rog ram r t -
send i . i  me fa inkan  dampak  yang

langsung dirasakan oleh mas/ar akat.
Jadr ouL con"e menghJbLr4gl.an antara
p rog ram ke r ja  dengan  n i \ i  o rgdn r5ds i
secara keseturuhan. Satah satu bentuk
out come yang diharapkan adaLah
karakterist ik kuatjtas layanan yang

d ihas i  t kan .  Adapun  ka rak te r i s t i  k
kua t i t as  l ayanan  yang  d i rnaksud
antara Latn:
(a) Ketepatan waktu pelayanan

(b )A l ses rb rL r t as  dan  f emudanan
untLl -nendapatld.r jdsd meliputr
ke te r l angkauan  l okas i ,
ke te r  i angkauan  wa l tL ,  opF  as l
(waktu petayanan yang cukup
memadai), keberadaan pegawai
pada  saa t  masya raka t
memertukan jasa publik

(c) Akurasi oanddmprngan petayanal
jasa yang diberikan

(d) Sjkap sopan santun pegawaj yang

memberikan pelayanan
(e )  Kecukupan  i n fo rmas i  yang

dldesimrnasikdn Lepada pengguna
polensrar

(f) Kondjsj dan keamanan fasjLitas
yang digunakan oleh konsumen

(g )  Kepuasan  konsumen  te rhadap
karah Ler isLi l .  atau aspeh-aspeF

terlentu dari jasa pubtik yang
diberikan

{h) Kepuasan konsumen terhadap jasa
pubLic secara keseturuhan.

Ekonomr dan Efisiensi, menyangkut
iasio anldfa jumtah irput dengan
jumlah output yang dihasitkan.
Efektivjtas yang djmaksud berkaitan
denqan waktu pelaksanaan program
yang letah dicanangkan. Artinya,
seberapa tama waktu yang dibutuhkan
un tuk  menye tesa ikan  p rogram
petayanan yang d iber ikan  pada
masyarakat.
Excellence, menyangkut kuatitas
tayanan yang diberikan.
Eguity, adatah keaditan yang berikan
oteh apafatur datam memberikan
layanan pada masyarakat.
Kepuasan Pengguna

7)

8 )

5)

Berbaqai indjkator di atas, tampaknya
cukup komprehens j f  da lam mengukur
t rng la l  l rner  la  aDara tur  pemenntah,
kh!susnya terkajt dengan pe{ayanan kepada
masyarakat- Namun demikian, [engkapnya
pengukuran kjnerja apar atur tersebut
t idak tah  m Lrdah un tuk  d i taksanakan,
sehingga problem yang muncul kemudjaft
ada tah  baga imana mente r iemahkan
berbaga i  parameter  te rsebut  da tam
kehidupan yang nyata. HaI initah yang
semestinya men jadi komjtmen pemerintah,
khususnya pemer in tah  daerah da tam
mewujudkan kinerja aparatur, sehingga
diharapkan dapat memberikan dampak
yang  pos i t i p  bag i  kese jah te raan
masyarakat.
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4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
APAMTUR SEBAGAISALAH SATU SOLUSI

Sebagaimana dijetaskan di atas, bahwa
persoalan kinerja aparatur pemerintah
daerah secara empjric, sangat inheren
dengan masalah kualitas sumber daya
aparatur. Oleh karena itu, satah satu focus
perhatian yang tayak untuk menjadi agenda
pemerintah daerah adatah bagaimana
memberikan penguatan terhadap ktnerja
aparatur pemenntah metatui peningkatan
kuatitas sumber daya aparatur. Hat Inr
tampaknya sangat urgen untuk dilakukan
seiring meningkatnya tuntutan masyarakat
yang semakin menguat. Lantas, kebijakan
apakah yang per tu  d i lakukan oren
pemerintah daerah agar peningkatan
kuatitas sumber daya aparatur dapat
terwujud secara nyata. Menurut hemar
penut is  ada beberapa Langkah a tau
kebijakan yang mungkin dapat diterapkan
oteh pemerintah daerah daLam konreKs
peningkatan kuaLitas sumber daya aparatur,
antara tain:

a, Menata ulang Perencanaan Sumoer
DayaAparatur

Perencanaan  sumber  daya
manusia pada hakikatnya merupakan
tangkah strategis yang diambit oLen
manajemen guna lebih menjamin
bahwa organjsasi tersedia sumber
manusia yang tepat untuk mengisl
berbagai postsi datam organisasi
tersebut secara tepat sesuai dengan
tuntutan dan kebutuhan organisasi.
Dengan demikjan diharapkan akan
mendukung terhadap pencapatan
tujuan dan sasaran organisasi yang
teLah ditetapkan.

Sejatan dengan pemikiran dj atas,
penuLis melihat bahwa apa yang teLah
dilakukan oteh pemerintah daerah

datam merencanakan sumber daya
apara tu r ,  saa t  in i  tampa lnya
membutuhkan perubahan secara
s ign  i f i  ka  n .  Pemrk i ran  te rsebut
d jdasarkan pada per t jmbangan,
bahwa substansi perencanaan sumber
daya  apara tu r  d i  l i ngkungan
pemerintah daerah selama tni __
d iaku j  a tau  pun t idak- -  mas ih
menggunakan paradjgma lama yang
masih diwarnai oteh aspek-aspek yang
berbau "subyektif,,, seperti adanya
unsur kedekatan, pamiti, kekerabatan
bahkan potit is. Sementara aspek
profesjonatisme tampaknya belum
mendapatkan tempat yang memadai.
Kenyataan iniLah yang kemudiar
metahjrkan adanya kecemburuan dan
persa i  ngan yang kurang sehat
oranrara aparatur di l ingkungan
pemenntah daerah. Kondisi tersebut
kemudjan berimplikasi puta pada
penurunan kinerja aparatur, baik
secara  ind iv idu  maupun
ketembagaan. Sementara tuntutan
pubtik terhadap petayanan yang prima
dari pemerintah tetah mengatamt
perceparan yang sangat signifikan,

Pada sjsi tain, pemerintah daerah
saat ini juga menghadapi persaingan
yang sangat kompetit if bajk dengan
sesama jnstansi pemerintah maupun
dengan jnstansi swasta. tJrgensi tain
yang menguatkan pentingnya reviu
a tas  perencanaan sumber  daya
aparatur ini adatah masih beratnya
prob lem yang  d jhadap i  o leh
pemerintah daerah betakangan ini,
sebagaimana teLah dijetaskan di atas.
Oteh karena itu, penutis berpendapat
bahwa perencanaan sumber daya
aparatur yang dilakrkan semestinya
d idasa rkan pada per t imbangan
sebagai berikut: (1) Misi dan visi dan
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D .

tujuan organisasj, (2) Kebutuhan
organisasi, (3) Sasaran dan Program ,
(4) Tantangan dan kendaLa yang

dihadapi dan {5) Profesionatjsme.

Opt imaL isas i  Ana l is is  Terhadap
Peker j  aan  Secara  S i te  m a t i  s ,
Komprehensip dan Konsisten

Anatisis pekeriaan merupakan
usaha yang s js temat ik  da lam
mengumputkanJ  men i  Ia i  dan
mengorgan isas ikan semua jen is

peker jaan yang te rdapat  da tam
organisasi. Hat inj mengandung arti
bahwa da lam suatu  organ isas i
dipertukan keberadaan seketompok
anatis pekerjaan yang bertugas untuk
melakukan anahsis terhadap semua
pekerjaan yang ada. (egiatan anatjsis
pekerjaan merupakan hal yang sangat
penting untuk ditakukan bagi suatu
oranisasi. Dikatakan demikian, karena
berbagai t indakan dalam pengetotaan
sumber daya manusia sesungguhnya
sangat tergantung pada informasi
tentang anaLisjs pekerjaan yang tetah
ditakukan.

Sejalan dengan hat tersebut,
penu t i s  mencermat i  bahwa
pemerintah daerah sebenarnya tetah
metakukan berbagai langkah terkait
dengan anatisis pekerjaan jni, baik
yang d i takukan secara  in te rna I
maupun bantuan dari pihak tain yang
d ianqgap  berkompeten  da tam
metakukan analisis pekerjaan, seperti
p ihak  konsu  I tan  dan  ka langan
perguruan tinggi. Namun demikian,
penuLis juga mendeteksi bahwa out
put dari analisis pekerjaan yang tetah
ditakukan tampaknya betum dapat
d  i te  rapka  n  sec  a  ra  s i  s tem a t i s ,
komprehens i  p  dan  ko  ns j  s  te  n .
Kecenderungan ini dapat dicermati

dari berbagai fenomena yang terjadi
di Linqkungan pemerintah daerah,
antara tatnl

Per tomo,  mas ih  banYaknYa
peker j  aan yang d i takukan o teh
aparatur yang tidak efektif dan
efisien, sehingga mengakibatkan
timbuLnya pemborosan. Kedua, masih
lemahnya kemampuan sebag ian
apara tur  da tam menter jemahkan
t  ugas  yanq rnen lad i  tanggung
jawabnya sebaga i  ak iba t  t idak
kons is tennya  metaksanakan
rekomendas i  dar i  has i t  anaL is is
pekerjaan. Ketiga, betum meratanya
jmptementas i  p rogram
pengembanqan sumber daya aparatur.
Keempat, standar prestasi kerja yang
belum sepenuhnya didasarkan pada
pr ins ip  p ro fes ionat isme.  Ket ima,
penempatan pegawai yang betum
sepenuhnya didasarkan pada prinsjp
the right man on the right jobs at the
right t imes', sehingga berimptikasi
pada kemampuan aparatur daLam
metaksanakan tugasnya.

MuncuLnya berbagai fenomena
tersebut  ten tunya membutuhkan
sejumlah tanqkah perbaikan agar
kinerja satuan kerja yang ada dj
l jngkungan pemerintah daerah dapat
ditingkatkan. Satah satu upaya konkrit
yang dapat  d i  Iakukan,  menuru t
padangan penulis adalah metatui
op t imat i sas i  ana l i s i s  te rhadap
pekerjaan yanq djtakukan secara
s is temat i s ,  komprehens ip  dan
konsisten. Ha( ini didasarkan pada
beberapa pertimbangan, antara lain:
Per tama,  op t i  mat jsas i  te rhadap
anatisis pekerjaan akan memberikan
gambaran yang komprehensip tentang
tan tanqan  dan  kenda ta  yang
bersumber dafi t inqkungan organisasi

77



yang akan mempengaruhi terhadap
para pegawai datam melaksanakan
tugasnya,  seper t i  menguatnYa
penggunaan teknologi yang canggih
dalam membantu datam penyetesaian
pekeriaan, misatnya penggunaan
system komputerisasi, otomasi atau
robotisasi. Kondisi semacam ini
tentunya membutuhkan adaftasi bagi
para pegawai dalam menghadapi
pergeseran teknologi tersebut. Datam
konteks initah kemudian dibutuhkan
serangkaian paket rencana untuk
metakukan pendidikan dan peLatihan
bagi para pegawai agar mereka
memi t i  k i  kemampuan un tuk
mengadaf tas ikan d i r i  te rhadap
perubahan teknotogi tersebut.

Keduo,  meta tu i  op t imat isas i
te rhadap  ana l i s i s  peker jaan
diharapkan mampu menghitangkan
berbagai persyaratan pekeriaan yang
sebenarnya tidak dipertukan, seperti
adanya pemikiran yang diskriminatif
dalam menentukan pekerjaan. secara
empirik, t idak dapat djsangkat bahwa
sadar atau pun tidak , disengaja atau
pun tidak pemerintah daerah untuk
posisi-posisi "tertentu" senantiasa
menentukan berbagai persyaratan
yang  ha  rus  d ipenuh i  padaha t
sesungguhnya t idak  d iper tukan.
Secara artificial, adanya berbagai
persyaratan tersebut boteh jadi

ditujukan untuk "menyingkirkan"
ketompok-ketompok tertentu yang
d ianggap t idak  se ja lan  dengan
pimpinan organisasi. Oteh karena itu,
tidak mengherankan jika di Amerika
Serikan terdapat suatu undang-
undang yang dikenat dengan istiLah
"affirmative action program" yang
d imaksudkan  un tuk  mencegah
tjndakan yang sifatnya diskriminatif .

Ketigo, optimatisasi terhadap
ana t i s is  peker jaan d iharapkan
mampu menemukan unSur -unsur
pekerjaan yang dapat mendorong
atau menghatnbat kuatitas kerja
seorang pegawaj. BeLakangan ini
semakin disadari bahwa memperoteh
pekerjaan yang tayak merupakan
salah satu hak asasi manusia. Dengan
pe rka taa  n  ta in ,  mempero teh
pekerjaan yang layak semestinya
d i i  r i ng i  o teh  per {akuan  yang
manus iaw i  d i  tempat  ke r ja .
Perwujudan akan hat ini dapat
diteriemahkan metatui penghormatan
terhadap harka t  dan mar tabat
pegawai.

Keempot, metatui optimatisasi
anatisis pekerjaan akan diperoteh
gambaran yang komprehensip tentang
kemampuan dan potensi pegawai
yang ada sekarang dan kecenderungan
perubahan di masa depan yang
dikaitkan dengan impLikasi terhadap
pegawai di masa datang.

Kelimd, optimaUsasi terhadap
anatisis pekerjaan akan sangat
membantu datam menentukan arah
kebijakan program pendidikan dan
pelatihan bagi para pegawai. Hat ini
d ipandang  pen t ing  meng inga t
program pendidikan dan petatihan
yang ditaksanakan oteh pemerintah
daerah setama ini tebih terkesan
hanya bersifat "formaLitas" belaka,
sehingga out put yang dihasitkan
d ianggap kurang bahkan t idak
memberikan dampak perbaikan
terhadap kinerja para pegawai.

Keenom, optimalisasi terhadap
a  na  t i s i s  peker jaan  juga  akan
membantu pimpinan organisasi datam
menentukan standar prestasi kerja
seorang pegawai. Prestasi kerja
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seorang pegawaj sudah semestinya
mendapat perhatian yang memadai
dari organisasi, karena secara empirik
akan ikut mempengaruhi kinerja
mereka datam menjatankan tugasnya.
Menurut ManuLang (2001), bahwa
"realisme untuk menentukan prestasi
kerja seoranq pegawai menjadi tebih
tepat ditonjoLkan ketimbanq standar
yang ideatisti k karena berbagai
per t imbangan,  an ta  ra  La in :  (1 )
prestasi kerja berkaitan langsung
dengan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai yang harus bersifat reatistik
pula, (2) keterbatasan kemampuan
organisasi memberikan imbalan dan
batas jasa, (3) kemampuan para
anggota  organ isas i  men ja tankan
fungs i  dan  metaksanakan
pekerjaannya, (4) memperhitungkan

ienis pekerjaan yang ditakukan,
mjsa tnya  apakah  menuntu t
kemampuan f i s ik ,  a tau  mentaL
intetektuaL atau kedua'duanya, (5)
kriteria pengukuran prestasi kerja
meng ingat  ada jen is  peker jaan
tertentu yang hasilnya mudah diukur,
sukar diukur bahkan ada puLa yang
mungkin tidak dapat diukur .

Ketujuh, opti matisasi anatisis
pekerjaan akan memudahkan datam
menentukan penempatan seorang
pegawai sesuai dengan minat, bakat
dan keahtiannya. Kegiatan ini sangat
pent ing  dan cukup menentukan
berhasiI t idaknya organjsasi datam
mewujudkan tujuannya, karena tidak
sedjkit kasus yang menyebabkan
organ isas i  t idak  berhas i t  da tam
mencapai tujuannya disebabkan salah
satunya oteh ketjdaktepatan datam
menempatkan pegawajnya.

c .Opt ima l i sas i  Pengembangan
Sumber Daya Aparatur

Potensi sumber daya manusia
merupakan sa lah  5a lu  inves tas i
terpentjng dalam suatu organisasi
Oteh karena r tu ,  keberadaan sumbel
daya manusia hendaknya mendapat
perhatian dari organjsasi. Namun
demikian. sumber daya manusia juga

b isa  men jad i  kend  a  ta  bahkan
ancaman bagl kelangsungan suaL-
organisasi, manakata keberadaan
mereka tidak membenkan lontribusi
yang nyata bagt organisali. Pada postsl
in i  penu t i  s  mendeteks i  bahwa
pe n  gem ba  nga  n  sumber  daya
aparatur di t ingkunqan pemerintah
daerah secara berkata memang telah
berjata4 sesuai dengan program yang
te tah  d icanangkan .  Adapun
impternentasi pengembangan sumber
daya aparatur diterjemahkan melalui
riqa benLuk kegratan, yaitu: program
diktat, promosi dan mutasj.

Namun demjkian, penutis juga
mensenyaL i r  bahwa petaksanaan
ket i  ga  program pengembangan
sumber  daya apara tur  te15ebut
tampaknya betum berjatan dengan
opt ima l .  HaL rn r  te rcermin  dar i
dampak yang drhas l  t kan  o leh
kegratan pengembangan sumber daya
aparatur yang kurang bahkan tidak
menun jukan  pen jngka tan  yang
signrFrkan terhadap kinerja apa,atur.
Oteh  karena  j tu ,  penu t i s
berpandangan pertunya optimalisasi
kegiatan pengembangan sumber daya
aparatur di l ingkungan pemerintah
daerah .  Pandangan te rsebu t
didasarkan pada beberapa alasan
sebagai berikut: Pertomd, meLalul
keqiatan pengembangan sumber daya
aparatur yang optimat diharapkan
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dapat meningkatkan produktivitas
kerja organisasi. Kedua, diharapkan
akan terwujud hubungan yang serasi
antara atasan dengan bawahan,
karena i nteraksi yang dilakukan
senantiasa didasarkan pada sikap yang
dewasa baik secara teknis maupun
intetektuat. Ketigd, diharapkan akan
tercipta sebuah proses pengambitan
keputusan yang lebih cepat dan tepat,
karena secara operasionaI rnetibatkan
para  pegawaj  yang cerdas  dan
ber tanggu ng  )awab.  Ke empot ,
d i  harapkan dapat  men jngkatkan
semarlgat dan gairah kerja pegawai.
KeLima, diharapkan akan membantu
mempertancar komunikasi organisasi
serta mampu mengatasi konfLjk
internaI secara f ungsjonat.

Secara  ind iv jdu ,  p rogram
pengembangan pegawai juga akan
me m be  r i ka  n  impL ikas i  pos j t i p
terhadap para pegawai, antara tain:
('1) membantu para pegawai datam
membuat keputusan secara cepat dan
tepat, (2) meningkatkan kemampuan
pegawai  da tam menye lesa ikan
petbagai masatah yang dihadapi, (3)
te r jad inya  in te rna t i sas j  dan
operas iona t i sas i  fak to r - fak to r
motivasional, (4) t imbutnya dorongan
datam diri para pegawai untuk terus
meningkatkan kemampuan kerjanya,
(5) dapat meningkatkan kemampuan
pegawai datam menghadapi stress,
frustasi dan konftik yang pada
gitirannya memperbesar rasa percaya
din, (6) tersedjanya informasi tentang
berbaga i  p rogram ya  ng  dapa t
djmanfaatkan oleh para pegawai
datam rangka pertumbuhan masinq-
mas ing  secara  tekn ika l  dan
i  n teLek tua  l ,  (7 )  men ingka tkan
kepuasan kerja, (8) semakin besarnya

pengakuan  a tas  kemampuan
seseorang, (9) makin besarnya tekad
pekerja untuk tebih mandiri, dan (10)
mengu ra  nq i  ke taku tan  da lam
menghadapj tugas'tugas baru di masa
depan.

Adapun tangkah'[angkah yang bjsa
ditakukan oteh pemerintah daerah
dalam metaksanakan pengembangan
sumber  daya apara tur  menuru t
pandangan penuhs, antara tain:
pertoma, penentuan kebutuhan
terhadap rencana pengembangan
sum.ber daya aparatur. Hat ini sudah
barang tentu tidak hanya menyangkut
masaLah anggaran semata, tetapi juga

menyangkut kebutuhan tain yang
te rka i t  dengan  p rogram
pengembangan seperti kebutuhan
peratatan dan fasi htas lainnya.
Kedud, penentuan sasaran dan tuiuan
program pengembangan sumber daya
aparatur. Disini harus ditegaskan
secara rinci, apa sesungguhnya yang
aka n  d icapa i  me la tu i  p rogram
tersebut, bajk secara individu maupun
ketembagaan. /(etigd, penetapan isi
program pengembanqan sumber daya
aparatur. Esensi sebuah program
sesungguhnya  akan  sanga t
menentukan keberhasilan program
tersebut. Oleh karena itu, isi program
yang akan dicanangkan hendaknya
d ika j i  secara  mendatam dan
komprehens ip .  Keempat ,
imptementas i  p rogram
pengembangan sumber daya aparatur.
Sehebat apapun sebuah rencana
tentunya tidak akan berarti apa-apa
kaLau tidak dapat ditaksanakan. Oteh
karena itu, petaksanaan program
pengembangan sumber daya
aparatur hendaknya menjadi satah
satu skata prioritas darj seLuruh
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program yang telah dicanangkan.
(elimo, evatuasi terhadap program
pengembangan yang  te tah
ditaksanakan. Hat ini terkajt dengan
penilaian terhadap seluruh tahapan
program yang telah dilencanakan
serta metihat dampak atau manfaat
yang d ihas i tkar i  dar i  p rogram
tersebut. Disini akan tertihat apakah
program tersebut telah berjalan
sesuai dengan rencana atau tidak dan,
apakah program te rsebut  dapat
memberikan manfaat yang signifikan
atau tidak terhadap peningkatan
kinerja aparatur atau tidak?.

d. RasionalisasiAparatur
Rasionalisasi terhadap pegawai

boLeh jadi merupakan satah satu
tindakan yang cukup menyakitkan
bagi pegawai yang terkena program
tersebut, apatagi ditengah sutitnya
mencari pekerjaan seperti sekarang
ini. Pemikiran penutis seperti ini
tentunya akan dipandang sebagai ide
yang  cukup  "beran i "  dan
"kon t rovers ia l " .  Namun,  j  i ka
dicermati secara empirik pandangan
semacam in i  b isa  jad i  dapat
dimengerti mengingat banyaknya
fenomena yang  mengharuskan
ditakukannya program rasionatisasi
terhadap para pegawai di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung (mungkin
juga di beberapa Kabupaten /Kota di
indonesia).

Ada beberapa atasan fundamental
yang menguatkan muncutnya ide
tersebut, antara lain I Pettomo,
beban kerja yang ada sesungguhnya
sudah t idak  seband ing  dengan
banyaknya pegawai (PNS) yang ada di
tingkungan Pemerintah Kota Bandung
yang diperkirakan mencapai tebih dari

23.000 orang pegawai. lndikasinya,
hampir setiap harj banyak sekati
ditemukan adanya para pegawai (PNS)
yang bebas berketiaran di Luar jam

kerja/istjrahat, seperti dj kafe"kafe,
rumah makan bahkan ada yang matl
(pusa t  perbe tan jaan) .  Ha t  in i
menunjukan bahwa mereka memang
"tidak ada pekerjaan" sehingga bebas
berkeliaran dimana saja. Indikasi tain,
yang juga cukup mencemaskan dan
menyebaLkan masyarakat adatah
seringnya ditemukan para pegawai
yang main catur dan main kartu pada
saat iam kerja.

Keduo, tertaLu besarnya anggaran
rutin (bahkan mendominasi) yang
hanya diproyeksikan untuk membayar
ga j i  para  pegawai ,  ke t imbang
anggaran pembangunan. Hal ini jetas
akan menjadi beban tersendiri bagi
pemerintah Kota Bandung, jika out
put yang dihasilkan oleh para pegawai
(PN5)  t idak  seband ing  dengan
kontribusi yangdiberikan.

Ketigo, kemajuan teknotogi yang
semakin cepat yang memungkinkan
pekerjaan ditakukan secara cepat dan
efisien dan tidak membutuhkan
pegawai  yang banyak .  Hat  in i
sebenarnya ,  akan  m em ban t  u
anggaran Pemerintah Kota Bandung
jika rasionatisasi terhadap pegawai
yang tidak produktif dan hanya
menjadi beban Pemerintah Kota
udPdL  u r r  s c ( ' 5d5 r ^d r  L

Keempot, tindakan rasionatisasi
d isamping  akan membuat  para
pegawa i  " taku t "  j  uga  akan
mendorong da tam meningkatkan
djsjptin kerja dan kuatitas kerja para
pegawa i .  lm  p t i  kas jnya ,  akan
metahirkan persaingan yang sehat
dalam metaksanakan tugasnya.
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Namun demikian tangkah ini
tentunya harus ditakukan secara hati-
ha t i  dan  cermat ,  agar
imptementasinya tidak menimbutkan
reaksi yang bertebihan dari para
pegawai. Kehati-hatjan ini juga akan
membantu  da lam menentukan
obyek t i v i tas  pe taksanaan
rasionatisasi, sehingga tidak muncut
kesan bahwa rasionalisasi hanya
ditakukan terhadap "orang-orang
yang  d  ia  n  ggap  musuh  a tau
bersebrangan dengan penguasa".

Harus  d isadar i  pu la  bahwa
imptikasi yang ditimbutkan akibat
rasiona(isasi ini bisa jadi akan
melahirkan konftik sosial yang
mengarah pada kerusuhan sosial, jika

cara atau model rasionatisasi yang
ditakukan "tidak rasionat". Pada sisi
ini, "program pensiun dini" boteh jadi

akan menjadi pitihan terbaik, seraya
merencanakan model tain yang tebih
efektif dan efisien dalam membantu
pcningkatan kinerja aparatur

5. KesimDulan

Penguatan  k iner j  a  sa tuan ker ja
Pemerintah Kota Eandung sesungguhnya
dapat diukur metatui pencapaian aktivitas-
aktivitas yang dilakukan aparatur di
tingkungan Pemerintah Kota Bandung. Oleh
karena itu, peran aparatur datam
mewujudkan  pen ingka ta  n  k ine r ia
Pemer in tah  Ko ta  Eandung secara
ketembagaan tidak bisa ditepiskan. Pada sisi
lain, peningkatan kinerja Pemerintah Kota
Bandung secara empirik berbanding turus
dengan kualitas sumber daya aparatur.
Dengan demihan, dapat dimengerti jika
penguatan kinerja Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (S(PD) Kota Bandung dapat

dilakukan metatui peningkatan kuatitas
sumber daya aparatur di [ ingkungan
Pemerintah Kota Eandung. Persoalannya
kemudian ,  apakah Pemer in tah  Kota
Bandung memitiki komitmen yang kuat
untuk meningkatkan kinerja aparatnya
seraya memberikan petuang yang tebih
besar  kepada  mereka  un tuk
mengembangkan potensinya ? Hat initah
yang sesungguhnya menjadi perhatian kita
semua"
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